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Mengingat

LAMPUNG SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun
2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan
Bangunan perlu disesuaikan kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Termasuk Kota Praja Dalam
Lingkungn Daerah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara 2043);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang lzin Usaha
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3955);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3955);

Peraturan  Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin
Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi
Perusahaan Industri ;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/Prt/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;



Menetapkan

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Lampung Selatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.



8. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunanan sumberdaya alam, barang, prasarana, saranan atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian Izin mendirikan
Bangunan Oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau
badan termasuk merubah bangunan.

10.Bangunan Gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya
berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan bangunan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

11.Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan
seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun
atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan
mengadakan bangunan.

12.Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau
menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang
berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan
tersebut.

13.Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan
gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi
dan persyaratan teknisnya.

14.1zin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan
dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku,
sesuai dengan koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien luas
bangunan (KLB) Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang
ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bangunan
yang menempati bangunan tersebut.

15.Koefisien Dasar Bagunan adalah bilangan pokok atas perbandingan
antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.

15.Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan
antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.

16 Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari
permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.

17.Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis
rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.



18.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kerah GSJ
yang ditetapkan dalam rencana kota.

19.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan
fasilitas penunjang lainnya yang diadakan dan dikelola oleh
perusahaan kawasan industri.

20.Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan badan hukum
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia yang mengelola kawasan Industri.

21.Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan
industri.

22.Prosentase Maksimal adalah angka prosentase tertinggi untuk
perkalian dalam komponen perhitungan retribusi Izin Mendirikan
Bangunan.

23.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.

24.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan
untuk membayar retribusi sesuai dengan jenis usahanya.

25.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu
dari Pemerintah Daerah.

26.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

27.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retnbusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.



30.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB
yang diajukan oleh wajib retribusi.

31.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan retribusi daerah.

32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-
undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.

33.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

34.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu
bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB),
Koefisian  Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan
pengguanaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka
memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan
tersebut.

(3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian izin untuk
bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan.



BAB IlI

Pasal 5

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Jenis Retribusi
Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa lzin Mendirikan Bangunan diukur dengan
rumus yang didasarkan atas rencana penggunaan bangunan.

(2) Penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan bobot (koefesien).

(3) Besarnya koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sebagai berikut :

a. Koefisien Tingkat Bangunan

No.

CoNo,rONME

Tingkat Bangunan

Lantai Basement
Lantai dasar
Lantai Il

Lantai Il

Lantai IV

Lantai V

Lantai VI

Lantai VII

Lantai VIII

Koefisien

1,20
1,00
1,09
1,12
1,15
1,18
1,21
1,24
1,27

Dan seterusnya setiap kenaikan dan penurunan 1 (Satu) lantai ditambah

1,30.

b. Koefisien Rencana Penggunaan Bangunan

No

Boo~NouprwNE

Guna Bangunan

Bangunan Perdagangan Jasa
Bangunan Perindustrian
Bangunan Perumahan
Bangunan Rumah Tinggal
Bangunan Pemerintah
Bangunan Umum

Bangunan Pendidikan
Bangunan Sosial Peribadatan
Bangunan Sarana Olah raga
Bangunan Tertentu lainnya

Prosentase

2,00 %
2,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
2,00 %
1,00 %
0,50 %
1,00 %
2,00 %



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin mendirikan bangunan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan
dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara
terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan
serta biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan Rumus
sebagi berikut :

RIMB = (LB X SHDB) + (LB X SHDB X KLB) +(LB X SHDB X KGB)

RIMB = Retribusi Izin Merndirikan Bangunan
LB = Luas Bangunan

SHDB = Standar Harga Dasar Bangunan
KLB = Koefisien Lantai Bangunan

KGB = Koefisien Guna Bangunan

(2) Untuk rehabilitasi/renovasi dan merubah struktur Bangunan
dikenakan sebesar 25 % dari Nilai Retribusi Bangunan.

(3) Untuk Pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang dikenakan
sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Retribusi Bangunan.
Pasal 10

Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 terdiri dari :



JENIS BANGUNAN

TARIF

VOLUME

KETERANGAN

2

3

4

5

BANGUNAN PERUMAHAN :
A. Rumah tempat tinggal, Mess Asrama
dan Sejenisnya.

B. Rumah Panggung Khas Daerah dan
sejenisnya.

BANGUNAN FASILITAS UMUM

KOMERSIL :

A. Toko, bank, Bioskop, Showroom,
Wisma/Guess House, Villa, Hotel,
Losmen, Cotage, Rumah
Makan/Restoran, Workshop
perbengkelan, Penggilingan
padi/Huller, Home Industri, Tempat
pencucian, Pompa Pengisian Bensin
(BBM/SPBU), Panglong, Los Terbuka,
Kolam Renang/Sejenisnya.

B. Gudang Produksi (Pabrik Industri)
Gudang Penampungan Hasil Bumi
dan sejenisnya.

C. Hatchery/Sarang Wallet dan
sejenisnya.

D. Bak penampungan air kolam, tambak
udang/lkan dan sejenisnya.

E. Kandang ternak Sapi, Ayam dan
sejenisnya.

F. Kandang ternak Babi.

BANGUNAN FASILITAS UMUM SOSIAL

KOMERSIL :

A. Sarana Pendidikan Swasta, Rumah
Sakit Swasta, Rumah Bersalin, Balai
Pengobatan, Apotik, Warung dan
sejenisnya.

B. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1
(Satu) lantai.

BANGUNAN MILIK PEMERINTAH :

A. Kantor, Aula, Bangsal, Sarana
Pendidikan, Rumah Sakit, Toko,
Pasar dan sejenisnya.

B. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1
(satu) lantai.

BANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN :
Masjid, Gereja, Pura, Kuil dan sejenisnya.

Rp. 1.500,-

Rp. 1.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 7.000,-

Rp. 5.000,-
Rp. 1.000,-
Rp. 1.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 2.000,-

Rp. 600,-

Rp. 3.000,-

MZ

M?2

M?2

M2

M2

M2

M2

M2

Untuk bangunan
semi permanen 60%
dari harga tersebut
Untuk bangunan
lebih dari satu lantai,
setiap lantai
ditambah 40% dari
harga tersebut.

VI.

BANGUNAN PEKERJAAN LAINNYA :

A. Pagar Tembok, Kawat Ram dan
Pagar Besi.

B. Pagar Kawat Berduri, Pagar-pagar
Kayu.

C. Menara Air/Tower, Komunikasi dan
sejenisnya.

D. Bangunan untuk Izin Mendirikan
Bangunan konstruksi papan reklame

E. Galian Tanah untuk Kabel Telepon,
Pipa Air PDAM dan sejenisnya.

F. Teras, Rabat, Tempat Penjemuran,
Lapangan Tenis dan sejenisnya.

Rp. 800,
Rp. 600,
Rp. 15.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 800,

Rp. 1.000,-

M?2

M?2

M2

M2

M2

M?2

G. Jalan Lingkungan, Aspal Hotmix
Swasta, Fafing Blok, Peralatan Parkir
dan sejenisnya.

Rp. 1.000,-

M2




BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin
Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB VIl
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan bupati.

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk dan isi SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara sekaligus atau
lunas.

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
maka hasil penerimaan Daerah dari Retribusi tersebut harus
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 16

(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD.

(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh
subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang
terutang

(4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIlI
KEBERATAN

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.
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Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan,
kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB Xl

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
)

3)

(1)

(2)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan bupati tidak memberkan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XIV
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk
mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan.

Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa
setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana
di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tertangguh apabila :
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a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 26

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retrribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yag sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang.
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Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangnan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah
tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerabh;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagai dimaksud pada huruf e;



J. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah;

k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

[. menghentikan penyidikan; dan

m.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam
Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutang kecuali apabila wajib retribusi
melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000
tentang lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2001 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08) dicabut dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Agustus 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
ttd

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
ttd

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,

YUSMIATI, SH
Penata TK |
NIP. 19660418 199503 2 004




